BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Akad perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan
ikatan suci (mitsdgan ghalizan) yang terkaitysdengan keyakinan dan keimanan

kepada Allah swt. 4JDengan demigan ada’ dimensi ibadah dalam sebuah

perkawinan. Untuk Itu perkz ihara ‘dengan baik sehingga bisa

abaogliag apa yang menjq uan perkawi nlam Islam yakni ujudnya

kelua ddafWwarahmah) daDdl ik
Slam, § ata untuk

kesenan i : juga membe, suat g kaum pria

dan wanit ™iri dart Kesesatd®g ) tak senonoh,
melahirka AWa Qtu Ran manusia serta

memenuhi kebutuhan seksual ya gr dan diperlukan untuk menciptakan

kenyamanan dan kebahagiaan.?
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suami istri harus sgling mgmenyhi kewajibannya. Adapug kewajiban suami salah
satunya adalah b tﬂi i d r@

! Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), Cet. 3, hal. 206

2 Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 8

*Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 160




Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya
menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikan untuk kepentingan
orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung
arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun
keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan

demikian, nafkah istrigberarti pemberian~yang harus dilakukan oleh suami

terhadap istrinya/dalam masa
diterpa
flan sudah
ami telah
hubungan
mena, maka

hukum tel fidepan sidang

pengadilan ah telebih dahul® Edua belah pihak

tidak berhasil.Ketika perkara perceraian diajukan oleh pihak suami maka hukum

UIN-HMAM-BONJOL

mengajukan perkara perceralan hukum mengartikulasikannya

gugat.* Karena aPA 'ANGum dan mempunyai

prakarsa secara bebas untuk dapat menjaga keberlangsungan rumah tangganya

ataukah tidak dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum.

*Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2002), h. 55



Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan UU No 1 Tahun 1974 pasal 38
telah ditegaskan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh
beberapa hal sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian

3. Atas putusan pengadila

Apapun yang a perceraian telah melahirkan

Qukum bagt jan tan pasangan

ngan kriteria an i eraian, cara
dariesisirhak i j adap mantan
pula haln 3 ukum Islam.

ni diantard flalah pasal 117

sampai dengan pasal 122:
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h tkrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi
salah satu se usa inga. demoarm C bagaimana dimaksud
dalam pasal 1 Al N G

asal 11

Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama
isteri dalam masa iddah.

Pasal 119



1. Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad
nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah.

2. Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
a. Talak yang terjadi gabla al dukhul;
b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
c. Talak yang dijatuhKan di Pengadilan Agama.
Pasali120

Talak Ba'in Kubra adalah tal

jadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis
ini tidak dapat dirujukd '

ahkan kembali, kecuali apabila
enikah degan oranglain dan
halis masa iddaj

Ain pada waktu
dah dicampuri

perceraian terS@BUt mempunyai

konsekwensi hukum tersendiri, terkait dengan hak nafkah bagi mantan isteri
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emberikan nafkah selama sang Isterl menjalani masa

PA DAN G

> Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 282



Persoalan terjadinya talak karena diajukan oleh suami maka ulama
seluruhnya sepakat bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan

mut’ah, maskan, nafkah dan kiswah, sebagaimana firman Allah swt:

<

P
— 550 1 ‘i/ 52 0 Bals e a3l I
- Lod -
~— *"“*“J, s STy 2 cillacly

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan, (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah men ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orangtorang yang b,

la Para ibu

f” dan bisa

ak perempuan

yang menjadi tanggungan suami, ¥

nofbai gdian Ma’ i h ai albal@istri rt
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dengan adil ji me gy Ut "W E n menunjukan yang

tidak manis diHAﬂANyGeIakukan kesalahan.®

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 telah diuraikan bahwa

altu hendaklah mempergauli dengan cara

akibat terjadinya talak maka mantan suami wajib:

® Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkan, (Jakarta, Kencana: 2006), h.226-227



a. Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik
berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut qobla al
dukhul

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri
selama dalam iddah, kecualiy,mantan isteri telah dijatuhi talak

ba’in ataususyuz dan dalam keadaan'tidak hamil.

c. Melunasi mah erutang seluruhnya dan separuh

pkukan rujuk
kepada ‘ ¢ : 50 KHI) dan
selama 1 4 inya dan tidak

menerima pinangan dan tidak mg dengan pria lain (pasal 151 KHI).

U ' N ijaﬁmn kB”QNr:UE’G
iay® perfgh n/a ntu S eWajl gi aL
isteri.Sedanng mﬂﬂﬂ N V‘@JI‘ akibat perceraian

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama Mazhab
mengenai kadar dalam pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya

antara lain:



Pertama, Imam Ahmad Kadar nafkah suami untuk istri tergantung
kepada keadaan lapang atau tidaknya suami, sebagai mana yang disebut dalam
surat Al-talag ayat 7: (Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rizki
memberi nafkah menurut kemampuannya) dan dilihat juga keadaan
perempuan. Sebagaimana Hadits Nabi kepada Hindun. “Ambilah secukupnya

untukmu dan anakmie dengan cara yang baiky’ Jika perempuan itu dari

kalangan yang lebih® m an ‘suaminya, maka ia berhak

akajan d kyalitageyang terpaik s | terpuat daui sutra yang
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yang terbuat dagmkapaa danskigen vaRo kasar.glik i kalangan menengah
atau salah satfihya D A:N G sesuai adat pakaian
mereka sebagai mana dalam hal dalam nafkah. Istri juga wajib mendapatkan

tempat tinggal, karena istri butuh tempat untuk pulang, menjaganya dari



penglihatan orang-orang. Standar tempat tinggal diukur sebagaimana adat

keduanya yaitu sebagaimana dalam hal nafkah.’

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah: wajib bagi suami memenuhi
kebutuhan istri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan
memenuhi kebutuhan. Kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan

kebutuhan istri. Yng dianggap g adalah“lebih dari cukup akan tetapi tidak

berlebih-lebihan. ®Ketiga gatakan, Makanan pokok, yang

1’1 berkata : ua macam:

fkaheketika s seorang yang

0 sedikit yag oleh seorang

0 sesuai de fdat negaranya,

walaupun yang ma’ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya,
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erl nkjaM m Mathl 11aRuk rﬂ
lebih sedikit PAUQ(NNGnya Nabi setiap hari
dari makanan Yang“ia rMfa *hegafartya Maik andum, jagung, nasi,

" Ibnu Qudamah, Al-Kafi fi Fikihi Al-lmam Ahmad, (Daru Ibnu Hazm Cet. 1 Thn. 1414 H),
jilid 3 h. 232

8 As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, (Beirut: Daru Ihya At-Turats Al-Arabi jilid 5), h. 181

% Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fikihiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah, (Al-
Maktabah Al-Mishriyah) jilid 1 h. 147




atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti
itu, lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya

kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan,°

Dalam Kompilasi Hukum slam Pasal 80 Angka 4 menyatakan sesuai

dengan penghasilannya suami menanggung

a. Nafkah, kiswah d diaman bagi isteri;

gama Sungai

Penuhpenulis menemukan be
migeban f MaRtan glStrjg/ang ghig ] oa@ ketgnt I

D
iran P 18 4Py S n
Membebani M ar gamegbay@r ah madhiyah Rp.
500.000/bulanEaﬂA Ao , ut’ah Rp. 1.000.000.

hasil wawancara penulis dengan pemohon bahwa pemohon hanya seorang

a Perkara mengenai talak dengan

tukang bengkel biasa namun total yang harus dibayarkan saat ikrar talak

1% Al-Imam Asy-Syafii Al-Umm, (Darul Hadits Cairo Cet. 1 Thn. 1429), jilid 5 h.. 95
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adalah Rp. 9.500.000 yang tentu sangat memberatkan bagi pemohon yang
hanya seorang tukang bengkel yang penghasilannya Rata-rata 700.000 s.d
1.000.000 sedangkan perkara nomor: 26/Pdt.G/2016/PA.Spn dengan Putusan
Membebani tergugat Membayar nafkah madhiyah Rp. 6.000.000 12 bulan,
nafkah Iddah Rp. 2.250.000¢Mut’ahRps, 2.500.000.dengan total yang harus

dibayar pemohon saat ikrar talak Rp. 10:750.000,sedangkan pada perkara ini

pemohon adalah seorang P bulannya memiliki gaji rata-rata

enelitian  serta

membahasnya melalui tesis denOWgggul PENETAPAN JUMLAH NAFKAH
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e PADANG

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kenapa hakim di
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Pengadilan Agama Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri tidak

sesuai dengan Ketentuan KHI.

2. Pembatasan Masalah
Agar lebih terarah dan lebih fokusnya pembahasan tesis ini, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu.

a. Bagaimana mekanisme penet lah nafkah mantan istri oleh Hakim

Pengadilan Agama Sun

istri oleh i ngadilan
kan hakim dj i ngai Penuh
antanistri d suai dengan
1. Tujuan Penelitian
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b. Untuk menPJA A N@h mantan stri oleh

Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

¢. Untuk menganalisa faktor yang menyebabkan hakim di Pengadilan Agama
Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri dalam masa iddah

tidak sesuai dengan Ketentuan KHI.
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2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memeperoleh gelar
Magister Hukum pada jurusan Hukum Keluarga di UIN Imam Bonjol
Padang
b. Kegunaan hasil penelitian Ini dari segi teoritis, diharapkan dapat

berguna untuk dijadikanbahan acuan penelitian berikutnya, kemudian

untuk menambah waw akademisi, organisasi masyarakat

akat secara

akim dalam

D. Definisi Operasional

angambgran_gwal 3

UIN-IMAM-E
penting dalam ju an yai

Agar daI:PAmANG tidak menimbulkan

keraguan yang berkaitan dengan judul tersebut, maka perlu dijelaskan definisi

operasional dalam penelitian ini.
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Penetapan: proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pelaksanaan
kewajiban.** maksud penulis adalah penetapan nafkah yang ditetapkan oleh
hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh terhadap istri yang ditalak dalam

perspektif hukum Islam.

Nafkah: belanja untukekeperluan makan,yang mencakup Sembilan bahan

pokok pakaian dan_pérumahan ata m bahasa sehari-hari disebut sandang,

pangan, dan papan.** penulj

ga pada masa

iddah ini si ISt belum boleh m dengan laki-laki

lain.t*

UIN-IMAM.BONJOL
~“PADANG ™"

Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1514

12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, Op.cit, h.166

3Kamus Pusat Bahasa, Op.cit, h. 159

4 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogjakarta:
Liberty Yogjakarta,1997), h. 120
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Islam.*® Yang penulis maksud adalah putusan hakim tentang jumlah nafkah yang
dibebankan kepada suami karena istri yang ditalak di Pengadilan Agama Sungai

Penuh

E. Penelitian yang Relevan
Sejauh penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa karya ilmiah

yang membahas teptang nafkah. Dif@atara karya ilmiah tersebut yang paling

relevan dengan pembahasa

Adapun hasil kesimpulan

egeragkan iclg sudah tepat karen uai angatugan y.
UINIMAM-BONJ
buku Il pedoman sagan t an ingirag Pegagilan Agama.

Tesis SUIPAEAN(’I sggsarjana IAIN Imam

Bonjol Padang dengan Judul “Perbedaan Putusan Hakim dalam memutuskan

penelitian ini adalah alasan hakim

ak

5 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
,1998), cet 2, h. 6

" Aulil Amri, Penerapan Ex Officio dalam memutuskan perkara Nafkah Mut’ah Di
Pengadilan Bukittinggi, (Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol), 2017, h. 106
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Mut’ah pada perkara cerai talak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan
gama Muaro Bungo)” penelitian ini lebih mempersoalkan dasar pertimbangan

dalam memutuskan nafkah mut’ah di Pengadilan Agama Muaro Bungo."’

Kesimpulan dari penelitian ini@dalah bahwa dalam kasus ini tidak adanya
gugatan rekonvensi atau gugat‘balik dari termohon sehingga hakim memutuskan

memberikan nafkah dengan alasan I bentuk keadilan bagi termohon karena

termohon sudah melakuka syuz dan tidak menginginkan

Surabaya
Islam Terh
Ditingoal ondok Ranji

Kecamata Tangeran nya mengenai

keluarga yang

ditinggal khuruj baik keluarganya
[a .Tirt u largtelmbda e nmaat

\IMAMBONJO
hukum Islam terhﬁ&BﬁcNa@j.18

Y Sulhani, Perbedaan Putusan Hakim dalam memutuskan Mut’ah pada perkara cerai talak
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan gama Muaro Bungo), (Tesis 1AIN Imam Bonjol Padang),
2017, h. 115

8 Riki Fernanda,Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Jama’ah Tablig
Kepada Keluarga yang Ditinggal Khuruj di Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan, (Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya), h. 2011, h. 77

ersebut sepaham atau tidak dengan
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pemenuhan nafkah Jama’ah Tablig kepada keluarga yang ditinggal khuruj
dengan meninggalkan tafakud. Tafakud diputuskan berdasarkan hasil
musyawarah bersama pihak keluarga antara suami dan istri untuk menentukan
berapa jumlah nilai nafkah yang ditinggalkan saat khuruj untuk keluarganya
selama ia pergi. Ketentuan besarnya nafkahyini ditentukan oleh suami istri yang

diperoleh dengan musyawarah bersama ‘dan didasari atas kebiasaan setiap

harinya. Apabila sehari 15 rib huruj*40 hari maka 15 ribu dikali

a studi yang
secara sp mantan istri

dalam masa KHI.

F. Metode Penelitian

U 'Nnella D IisMn i nﬂ it ”tQL

anawu d aMAu eruB nm d n
dokumen sebagai P AlimANd@usan serta pandangan
Hakim Pengadil am gaf P . Ada penulisan tesis ini
menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian
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Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah Pengadilan Agama
Sungai Penuh.
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dihimpun adalah data tentang :
a. Data yang terkait tentang putusanmhbakim Pengadilan Agama Sungai

Penuhtentang Pepetapan Nafkah Iddah

b. Data yang(terkait dasar engadilan Agama Sungai Penuh

entang Penetapan

Agama Sungai Penuh dan dan pihak yang berpekara

UIN-IMAM BONJOL

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan-catatan

atautulisarp Ab@ A] N@h iddah seperti:

1) Buku-Buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3) Kompilasi Hukum Islam.

19 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 62
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4) Yurisprudensi Mahkamah Agung
4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:
a. Wawancara (Interview)?°yaitu teknik memperoleh data dengan Tanya
jawab langsung secara lisan. Adapunydalam penelitian ini dengan hakim-

hakim Pengadialan Agama Sungai“Penuha\Wawancara ini dilakukan

dengan pokok pertany disiapkan kemudian dilanjutkan

alui  tahapan

tahapanse®@tai berikut:.

a. Editing, vyaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh

UIN-tMAM BONJOL

meliputikesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,

-~ PADANG

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupasehingga

dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusanmasalah.

20| i
Ibid
2! Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Baki,
2004), h. 91.



6.

Ul
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Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan
maupun dokumenter, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya
teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting
dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan

makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan

menjawab persoalan-perso n dalam penelitian.

a teknik

yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan

erja| NMkat B @ ua kt
ebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada
-~ PADANG



